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Strategi Implementasi
Kebijakan Baru Pada 
Masyarakat
Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS.



Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS.

Pendidikan

Pekerjaan dan Organisasi

• SDN INPRES SANGIA SAPE BIMA
• SLTPN 1 SAPE BIMA
• SMUN 1 RABA BIMA
• S1-S2-S3 FKM UI (UNIV. INDONESIA)
• Hospital Management Program Singapore
• Certified International Communication Specialist by American Academy

• Associate Professor UHAMKA
• Koordinator PSQH P3M UI
• Ketua MPKU PWM DKI JAKARTA
• Dewan Pengawas Radjak Hospital Group
• Pendiri dan Dewan Pengawas LAFKESPRI
• Pendiri dan Dewan Pakar IKAMARS UI
• Dewan Kehormatan & Etik KOHKARSSI
• Wakil Ketua CCM Global Fund Indonesia
• Ketum Terpilih PP IAKMI
• Praktisi Kesehatan untuk Perubahan Perilaku
• Praktisi Komunikasi Kesehatan di Media Nasional & Internasional





Siklus
Kebijakan
Publik



Pelaksanaan/
Implementasi Kebijakan
salah satu tindakan untuk

mencapai tujuan yang telah

direncanakan sebelumnya

terhadap pengambilan

keputusan. Implementasi

kebijakan publik adalah

tahapan penting dalam realisasi

kebijakan publik secara

komprehensif.



Model 
Implementasi
Kebijakan Publik 
Van Meter dan 
Van Horn



Prosedur Implementasi Kebijakan

Menetapkan 

sasaran dan tujuan 

yang jelas



Pelaku Implementasi Kebijakan

Pengadilan Birokrasi

Kelompok

Penekan

Legislator

Individu
Organisasi

Masyarakat



pengesahan

peraturan

perundangan

Kesediaan

kelompok sasaran

untuk menjalankan

keputusan

Pelaksanaan

keputusan oleh 

instansi pelaksana



Implementasi Kebijakan
Dipengaruhi oleh 4 Faktor

Faktor 
Komunikasi

Faktor 
Sumber 

Daya

Faktor 
Disposisi

Faktor 
Struktur 
Birokrasi



HOW TO INFLUENCE OTHERS

POSITION 

(POWER?)

PERSPECTIVE 

(EMPATHY)

PROBLEMS 

(SOLUTIONS)

THINK 

STRATEGICALLY 

BUT ACT OPPORTU-

NISTICALLY

MOVES 

‘OUT OF THE TABLE’ 

(PREPARATION PHASE) 

AS IMPORTANT AS 

MOVES 

‘AT THE TABLE’



COMMUNICATIVE

INNOVATIVE

ATTRACTIVE

PASTIKAN ANDA “CIAP”

PRODUCTIVE



Peraturan 
Sebelumnya

Permendagri No. 19 Tahun 
2011 tentang Pedoman 

Pengintegrasian Layanan 
Sosial Dasar di Pos 
Pelayanan Terpadu 

Berfokus pada tata kelola 
Posyandu sebagai lembaga 

kesehatan masyarakat 
(menangani isu-isu kesehatan 

dasar seperti gizi dan 
imunisasi)

Peraturan 
Baru

Permendagri No. 13 
Tahun 2024 tentang 

Pos Pelayanan Terbaru

Memperluas peran Posyandu 
dengan menambahkan 6 bidang 

pelayanan utama, sehingga 
Posyandu menjadi lebih 

terintegrasi dalam pelayanan 
publik (pendidikan, pekerjaan 

umum, perumahan rakyat, 
ketertiban umum, dan sosial)



Perubahan Signifikan dalam Transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
pada

Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu

Penambahan 6 Bidang Pelayanan Utama meliputi:

1. Bidang Pendidikan

2. Bidang Kesehatan 

3. Bidang Pekerjaan Umum

4. Bidang Perumahan Rakyat

5. Bidang Trantibum Linmas (Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum)

6. Bidang Sosial

Bertujuan untuk memperluas peran

Posyandu dari fokus kesehatan menjadi

pusat pelayanan masyarakat yang lebih

holistik.

Setiap bidang tersebut melibatkan

kader-kader baru dengan latar

belakang berbeda, sehingga

Posyandu dapat melayani berbagai

aspek kehidupan masyarakat, termasuk

kesehatan, pendidikan, dan 

kesejahteraan sosial



Pos Pelayanan Terpadu dalam Permendagri Nomor 13 
Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu



Tugas dan Fungsi Posyandu dalam Permendagri Nomor 13 
Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu



Tugas Kader dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 
tentang Pos Pelayanan Terpadu



You


